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BAB V 

SIMPULAN DAN SARAN 
 

 
5.1 Simpulan 

Didasarkan pada pembahasan dalam penelitian ini, maka dapat 

disimpulkan sebagai berikut: 

1. Pelaksanaan BLU dari tahun 2009-2010 belum berjalan optimal, hal 

ini disebabkan oleh kesiapan sumber daya manusia dan sumber daya 

penunjang serta pemahaman unsur pimpinan pada unit-unit kerja 

masih relatif kurang; 

2. Mengacu pada pengelolaan BLU yang telah tertuang dalam 

Peraturan Pemerintah nomor 23 tahun, Universitas Negeri Gorontalo 

sebagai pengguna BLU telah berjalan sesuai dengan ketentuan 

dalam PP tersebut, artinya semua persyaratan utama sudah berjalan 

dengan baik; 

5.2 Saran 

Berdasarkan pada simpulan tersebut di atas, dapat disarankan 

sebagai berikut:  

1. Sistem pengelolaan BLU sebagai solusi pengelolaan keuangan khusus 

yang berhubungan dengan pelayanan langsung kepada masyarakat, 

karena akan mewujudkan sistem pemerintah yang bersih dan 

transparan; 

2. Diharapkan kepada peneliti selanjutnya untuk lebih jauh mengevaluasi 

tentang daya serap anggaran yang ada di Lembaga Universitas Negeri 

Gorontalo sebagai lembaga yang menggunakan BLU. 
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